
4.Undang-Undang ..... 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor J 2 Tahun 1956 ten.tang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

omor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang omor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Iornor 2755); 

3. Undang-Undang omor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
Daerah ten.tang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Hari omor 7 Tahun 2013 ten tang 
Pemerintahan Desa; 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa 
sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan 
Perun dang- undangan; 

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARI, 

Mengingat 

Menimbang 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATE BATANG HARI 
OMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHA DESA 

TENT ANG 

PERATURA DAERAH KABUPATE BATA G HARI 

OMOR 9 TAHUN 2019 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINS! JAMBI 

admin
SALINAN



10.Peraturan . 

8. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5); 

9. Peraturan Menteri Dalam egen omor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita 

egara Republik Indonesia Tahun 2016 omor 6); 

7. Pera tu ran Menteri Dalam egen omor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
4); 

6. Peraturan Menteri Dalam egen omor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 omor 2092); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 lentang De sa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 omor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah omor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pe merintah omor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang omor 
6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

omor 5717); 

omor 58, 
Indonesia 

egara Republik Indonesia Tahun 2015 
Tambahan Lembaran egara Republik 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran egara Republik Indonesia omor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Pasal 2 . 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 

2013 ten tang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupatcn Batang Hari Tahun 2013 omor 7), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal l 

PERATURA. DAERAH TE TA ro PENCABUTAN 

PERATURA DAERAH KABUPATE BATANG HARI 

NOMOR 7 TAHUN 2013 TE TANG PEMERINTAHAN 

DESA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKA 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

dan 
BUPATI BATANG HARI 

Kabupaten Batang Hari Nomor 6); 

omor 6, Tambahan Lembaran Daerah 2017 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 

Tahun 2017 ten tang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 

Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Dae rah Kabupaten Ba tang Hari omor 4 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pemilihan 

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2018 omor 4, Tambahan Lembaran 

Dacrah Kabupaten Batang Hari omor 4); 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINS! JAMBI 
( 9 ), ( 60 ) / 2019 

AHIRSAH SY 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Hari. 

dengan Dae rah Peraturan pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pasal2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATE BATANG HARI NOMOR 9 ) 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

Pasal2 
Cukup Jelas. 

Bahwa Peraturan Pemerintah omor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa telah dicabut dengan 

Undang-Undang omor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Peraturan Menteri Dalam egen omor 112 Tahun 2014 ten tang 

Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam egen omor 82 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan 

Menteri Dalam egen omor 84 Tahun 2015 ten tang Susunan 

organisasi Pernerintah sudah diatur dengan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tenlang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ba tang Hari Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Pemerintahan Desa. 

I. UMUM 

PE JELASA 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATE BATANG HARI 

OMOR 9 TAHU 2019 

TENT ANG 

PE CABUTAN PERATURA DAERAH KABUPATE BATA G HARI 

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTA G PEMERI TAHAN DESA 




